BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.1¢ /Kep. 245 - gepoon/ 2006

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka menjamin kelancaran
pendidikan serta meningkatkan mutu layanan
pendidikan pada satuan pendidikan, perlu dilakukan
penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

bahwa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
pada Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan
Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasatr Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
31529/R-AK.02.03/SD/0/2026 Tanggal 21 Juni 2026.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal penugasan, mengangkat Guru
sebagaimana  tersebut dalam kolom 2 untuk
melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran
keputusan ini, selanjutnya memberhentikan Guru
sebagaimana tersebut pada kolom 2 pada penugasan
lama sebagaimana tersebut dalam kolom 6.

Kepada Guru sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU diberikan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal
ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA . .
DENI SHONJAYA, S.E. | KEPALA BIDANG Ditetapkan di Purwakarta
PENGEMBANGAN SDM Pada tanggal, 9Jub 2026
CIKA SISKAWATL, S.T. | SEKRETARIS BKPSDM
M.Tr.A.P.
MOCHAMAD ARIF Pit. KEPALA BKPSDM

BUDIMAN, SP.,M.M.

BUPATI PURWAKARTA,

PARAF KOORDINASI

H. DICKY DARMAWAN,

Pit. KEPALA BAGIAN

S.H., M.Hum.,CGRE. HUKUM

MOCHAMAD ARIF ASISTEN SEKDA BIDANG -+ HRI B
BUDIMAN, SP.,M.M. ADMINISTRASI UMUM SARE INEEIN
Ir. SRI JAYA MIDAN, SEKRETARIS DAERAH
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